N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

: 013/SPK/APBD-DAK/KPA-RSUDTAPAN/V/2019
: 23-May-2019
: PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (DAK)

: PENGADAAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

: AKS-P1905-1604140

: RSUD TAPAN

- NILAI : Rp 124,800,000

. TERBILANG : SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA
DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH

PELAKSANAAN : PT. ETIQA PRIMA UTAMA

MULAI TANGGAL : 24-May-2019

SELESAI TANGGAL : 21-August-2019

PENYEDIA BARANG / JASA

PT. ETIQA PRIMA UTAMA

J1. Minahasa Raya No. 4 Jati Padang - Sumatera Barat

TAPAN - 2019




Harga Satuan Ongkos Kirim
Ry Rp

TSN 705 TRSC.
42000000-AK S-
000056669

TERBILANG : Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribuy Rupiah
“ Harga sudah termasuk PPN 10 % «

124.800.000.-




spesifikasi yang tercantum di

kuahtas (keasllan dan kesesuaian

: penggnntlan barang, dalam hal:
rang rusak akibat cacat produksn,
barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian:
dan/atau
barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi  barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi. testing,
dan pelatihan (apabila ada);
e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-
masing barang.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga vang tercantum di dalam
SP ini; dan

b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang:

¢) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).




: cat mutu atau kerusakan barang dengan
ng selambat-lambatnya Tujuh ( 7 ) hari kerja.

at Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead. biava
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biava
layanan purna jual. :

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan |
harga. -

Perpajakan ,
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi. dan pungutan lain |
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.




jika ada) berkewajiban
e wajar oleh Pejabat
Barang tldak mengandung

ma ang atau _]angka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
.Penzmdatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan

versebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang
diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti



Eleomk (e-Catalogue)

an Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
dalam huruf d dan huruf e berdasarkan ketentuan mengenai

 diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

a. Penghentlan SP dapai dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penanda tangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:
a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP:
b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh)

hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampal dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,




daan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
umnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP

eadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan. yang
dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan
untuk berupaya sun

gguh-sungguh menyelesaikan
timbul dari atau berhubun_ga\n_gggg_z}gjlljpi_ at

penyedia berkewajiban
secara damai semua perselisihan yang
au nterpretasinya selama atau setelah







